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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SP E N E T A P A N

Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Meta Oktafia  binti  Afrizal,  umur 39 tahun,  agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Taman

Cibalagung Jalan Taman Cibalagung II No 3 RT 004 RW 004

Kelurahan  Pasir  Jaya,  Kecamatan  Bogor  Barat,  Kota  Bogor,

Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Mohd  Anand  bin  Ibrahim  bin  Ibrahim, umur  59  tahun,  agama  Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman

di  Apartemen  Blok  406  Ang  Mo  Kio  Avenue  10  #08-719

Singapore 560406, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2023

yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Bogor  pada hari  itu  juga

dengan register perkara Nomor 1351/Pdt.G/2023/PA.Bgr, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  24  November  2012  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
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Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Sekupang,  Kota  Batam

sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  596/92/XI/2012  tertanggal  24

November 2012;  

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat

berstatus duda cerai hidup;  

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama  di  Grand  BSI  Cluster  Kerinci  Blk  C  No  17  RT  003  RW  054

Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;  

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana.

layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;  

5. Bahwa  kurang  lebih  sekitar  Februari  2013  keadaan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: 

5.1.  Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat;  

5.2.  Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, seperti

dalam hal Tergugat tidak jujur mengenai pendapatan Tergugat;  

5.3. Tergugat  tidak  mau  mendaftarkan  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat  di  Singapura,  hal  ini  membuat  Penggugat  merasa  tidak

dihargai sebagai seorang istri;  

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar

akhir 2014 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat

ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan hingga saat ini

sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;  

7. Bahwa  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat

agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;  

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam dan untuk itu  Penggugat  mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mohd Anand Bin

Ibrahim bin Ibrahim) terhadap Penggugat (Meta Oktafia binti Afrizal);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

            

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan  Penggugat hadir

sendiri  di  persidangan  sedangkan  Tergugat tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh

orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa  di  muka  persidangan  Penggugat  menyatakan  ingin  mencabut

gugatannya;

Bahwa  karena  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan  Penggugat

sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka

pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  muka  persidangan  menyatakan

mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pernyataan  Penggugat  mencabut  gugatannya

sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan

perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv.

dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus

ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  gugatan  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  sesuai

dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang
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Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  oleh  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Npmor

1351/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

2. Memerintahkan  kepada  panitera  untuk  mencabut  pencabutan

perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 1.237.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Bogor pada hari Rabu tanggal  13 Desember 2023  Masehi bertepatan

dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445  Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni

Hamzah, M.H.  sebagai Ketua Majelis,  Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj.

Andi  Bungawali,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah,

S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa  kehadiran

Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

T

td. Ttd.

Drs. Sangidin, S.H., M.H. Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.
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Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 1.117.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp            10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.237.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
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